BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

Menimbang ¢ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2020 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020
tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1I Dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

‘3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
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Menetapkan

2019 Nomor 194);

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan
Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Tabanan.

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan.

BAB II
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 2

Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.



BAB II1
SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLTIK

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 26 Nopember 2020

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 26 Nopember 2020




LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN TABANAN

1. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan bertugas memberikan pelayanan administratif

di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.

Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugasnya

menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa  dan Politik
Kabupaten/Kota;

b. pelaksanaan  hubungan masyarakat dan keprotokolan
di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten /Kota;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten /Kota;

d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga
dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten/Kota;

e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten /Kota; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat Badan terdiri atas:
a. ‘Sub Bagian Program dan Anggaran;
b. Sub BagianKeuangan; dan

¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Program dan Anggaran bertugas melaksanakan
penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran,
pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan
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evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.



Sub Bagian Keuangan bertugas melakukan pengelolaan
keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan
urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan
masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta
pengelolaan kepegawaian.

. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa
dan Polittk Kabupaten/kota di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program Kkerja di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di
wilayah kabupaten/kota; -

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di
wilayah kabupaten /kota;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di
wilayah kabupaten /kota;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di
wilayah kabupaten /kota;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan di wilayah kablipaten/kota;dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/
pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi
politik di wilayah kabupaten/kota;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/
pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi
politik di wilayah kabupaten/kota;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pendidikan  politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan
dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala
daerah  serta pemantauan situasi politik di wilayah
kabupaten/kota; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas:

a.  Sub Bidang Pendidikan F;olitik dan Peningkatan Demokrasi; dan

b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik.

Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi
bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program
kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, pemilihan umum,/ pemilihan umum
kepala daerah, pemantauan situasi politikk dan peningkatan

demokrasi.

SuB Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai  Politik bertugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang fasilitasi Kelembagaan Pémerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik.

4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
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Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan

ormas asing.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya,
menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah
kabupaten /kota; b

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan
ormas asing di wilayah kabupaten/kota;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan
ormas asing di wilayah kabupaten /kota;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,

evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan
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ormas asing di wilayah kabupaten/kota;
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€. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan

penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah

kabupaten /kota; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, BudayaAgama dan
Kemasyarakatan, terdiri atas:

a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

b.  Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan; dan

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program
kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi,
sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika
serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan.

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi,
dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan

ormas asing.

S. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten/kota di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah

¢

kabupaten/kota;
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Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam

melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga Kkerja
asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota;

b. penyusunanbahan perumusan  kebijakan  di  bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga Kkerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan  konflik di wilayah
kabupaten /kota;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan
konflik di wilayah kabupaten /kota;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan
konflik di wilayah kabupaten/kota;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
kabupaten/kota;dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas:
a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen bertugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja,
perumusan  kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,

[



monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,

serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

Sub Bidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring,

evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.
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